Rapat Koordinasi Optimaliasasi Pendapatan

Daerah

Telah dilaksanakan rapat koordinasi pada hari Kamis, 16 Juli 2020 tentang optimalisasi

pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020, rapat dihadiri oleh Sekretaris
Daerah Kabupaten Tanah Laut , Kepala Bapenda Tanah Laut sebagai Nara Sumber dan Kepala
SKPD se Kab. Tanah Laut dengan hasil sebagai berikut :

e Pemerintah daerah saat ini diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih
mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk
memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), serta menciptakan persaingan yang sehat antar-daerah dan
mendorong timbulnya inovasi karena setiap daerah pasti memiliki sumber daya tersendiri
yang bisa mereka pakai guna menghasilkan pendapatan (/ncome) untuk menjalankan

roda perekonomiannya.



Dengan tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
mendanai pelaksanaan otonominya sesuai dengan potensi sebagai perwujudan
desentralisasi, tidak mengherankan PAD ini berasal dari beberapa sumber. Sebagai salah
satu sumber penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah akan mencerminkan tingkat
kemandirian daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk
meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan
ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan.Dalam jangka pendek kegiatan yang paling
mudah dan dapat segera, dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap
obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan
teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek
pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan
perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu
yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak
mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini
cenderung belum optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan
yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem ber jalan secara parsial, sehingga
besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda
dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak,

misalnya: baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah

tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.




